TABEL 5

PARKIR PERPINDAHAN MODA (PARK AND RIDE) DI PROVINSI DKI JAKARTA

NO LOKASI KETERANGAN

1 |Kota/Kampung Bandan Lokasi Stasiun untuk sistem Park and Ride

2 |Rawa Buaya Lokasi Stasiun dan lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride
3 |Tanah Abang Lokasi Stasiun untuk sistem Park and Ride

4  |Manggarai Lokasi Stasiun untuk sistem Park and Ride

5 |Senen Lokasi Stasiun untuk sistem Park and Ride

6 |Pasar Minggu Lokasi Stasiun untuk sistem Park and Ride

7 |Tanjung Barat Lokasi Stasiun untuk sistem Park and Ride

8 |Cakung Lokasi Stasiun untuk sistem Park and Ride

9 |Kalideres Lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride
10 |Blok M Lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride
11 |Lebak Bulus Lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride
12 |Ragunan Lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride
13 |Kampung Rambutan Lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride
14 |Pulo Gebang Lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride
15 |Tanjung Priok Lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride
16 |Kembangan Lokasi potensi penyediaan fasilitas Park and Ride













No. Program Utama Lokasi e wlRelaledhian Pral.("aan Sumber Dana Instansi Pelaksana
PIM-1 | PIM2 | PIM-3 | PIM-4 Biaya
2143 Mengatur mengenai lokasi parkir I
perpindahan moda (park and ride)
dalam Peraturan Gubernur
2.1.5 Mengembangkan Sistem Prasarana Pedestrian
dan Sepeda
2151 Pengembangan sistem jalur Pusat kegiatan (primer, sekunder dan — ——
pedestrian dan sepeda dengan kawasan TOD)
mengintegrasikan dengan jaringan
angkutan umum dan fasilitas
pendukung dengan
memperhatikan aksesibilitas
2152 Pengaturan mengenai penetapan
jalur prioritas pedestrian dan jalur
sepeda dalam Peraturan Gubernur
2.1.6 Mengembangkan Sistem Prasarana Angkutan
Barang
2.1.6.1 Menyediakan terminal angkutan I S S
barang dan fasilitas pendukung
2.1.6.2 Mengatur lokasi terminal angkutan — E—
barang dalam Peraturan Gubernur
217 Pengendalian Lalu Lintas Di DKI Jakarta T pe——— APBD )
i Dinas Perhubungan,
Investor,dan/atau

kerjasama pendanaan

Bappeda Prov. DKI

21.71 - Pembatasan Lalu Lintas Di DKI [Kawasan tengah Jakarta (lihat Gambar 12
Jakarta Peta Rencana Pembatasan Lalu lintas)

21.7.2 - Pengaturan parkir

21.7.3 - Peningkatan kontrol lalu lintas

2,2 Transportasi Perkeretaapian

221

Berbasis rel : Peningkatan Sistem Transportasi
Jalan Rel

APBN, APBD, Investor,
dan/atau kerjasama
pendanaan

PT. KAI, Dinas
Perhubungan, Dinas PU,
Bappeda Prov.DKI,
Swasta

2..2.1.1 Pengembangan jalur (track) baik
secara layang maupun permukaan

pada jaringan rel Jabodetabek

2.2.1.2 Pengembangan koridor MRT untuk

Jalur Lebak Bulus-Kp. Bandan

2.2.1.3 Pengembangan koridor MRT/LRT
untuk jalur Bekasi-Duri Pulo (ext.

Tangerang)

2.2.1.4 LRT Koridor Sentra Primer Timur -

Sentra Primer Barat

2.2.1.5 Pengembangan jaringan kereta

menuju bandara

2,3 Transportasi Laut

2.31

Pengembangan baru pelabuhan dan dermaga
pelabuhan

Pelabuhan Marunda

APBN, APBD, Investor,

dan/atai keriacrama

PT. Pelindo, Dinas




Waktu Pelaksanaan

Prakiraan

No. Program Utama Lokasi Bi Sumber Dana Instansi Pelaksana
PIM-1 | PIM2 | PIM-3 | PIM-4 laya
2.3.2 Rehabilitasi dan pemantapan fungsi pelabuhan |Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa ;;Hga-;;é;uwww Perhubungan, Swasta
2.3.3 Mengatur mekanisme pengembangan dan
pengelolaan pelabuhan laut dan dermaga
dalam Peraturan Gubernur
2,4 Transportasi Udara
2.41 A Pengembangan alternatif bandara
domestik APBN, APBD, Investor, |PT. Angkasa Pura, Dinas
242 B Peningkatan akses angkutan umum dan/atau kerjasama Perhubungan, Bappeda
khusus ke Bandara Soekarno-Hatta pendanaan Prov.DKI
3 |Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air

3.1

Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

3.1.1

Pembangunan sumur resapan

3.1.2

Implementasi lubang biopori

3.1.3

Pemanfaatan air hujan sebagai sumber air
bersih dengan mendayagunakan waduk dan
situ

Merintis pengisian reservoir air bawah tanah
(lapisan aquifer)

Pengendalian penggunaan air tanah pada
kawasan yang sudah terlayani jaringan
distribusi air bersih

3.1.6

Revitalisasi dan perluasan situ/waduk

3.1.7

Pengendalian sempadan sungai (flood plain)
sebagai tempat penampungan air sementara

Pemisahan sistim saluran dranage dan
sewerage secara bertahap disertai pengelolaan
air limbah

Perluasan pelayanan sistem perpipaan tertutup
(sewerage) melalui pengembangan sistem
terpusat di zona central

3.1.10

Pengembangan sistim pengolahan limbah
komunal dengan memperhatikan pembagian
daerah layanan sistim polder

3.1.11

Pengelolaan air limbah dengan sistem daur
ulang menyeluruh di Kawasan Pantura

3.1.12

Pemanfaatan areal RTH untuk instalasi
pengolahan air limbah bawah tanah

APBD, Investor,
dan/atau kerjasama
pendanaan

Dinas Tata Ruang, Dinas
PU, Bappeda Prov.DKI,
Badan Pengelola
Lingkungan Hidup
Daerah, Dinas
Pertamanan dan
Pemakaman, Swasta

3.2

Prasarana Pendayagunaan/ Pemanfaatan
Sumber Daya Air

Pembangunan hidrant umum dan terminal air
pada kawasan yang berkepadatan penduduk
tinggi dan rawan air bersih

APBD, Investor,
dan/atau kerjasama
pendanaan

Dinas Tata Ruang, Dinas
PU, Bappeda Prov.DKI,
BPLHD, Dinas

Pengembangan pemanfaatan air laut (proses
desalinisasi) di Kepulauan Seribu dan Jakarta
Utara

Pemanfaatan kembali air yang olahan IPAL




No.

Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

PIM-1 | PIM2 | PIM-3 | PIM-4 Biaya
3.2.4 Pembangunan instalasi, produksi dan jaringan
pipa distribusi yang baru untuk memperluas
pelayanan
3.2.5 Peningkatan kemampuan jangkauan instalasi
penjernihan air guna menjamin kualitas air
bersih
3.2.6 Rehabilitasi seluruh jaringan pipa distribusi — E—
untuk mengurangi kebocoran
3.2.7 Pembangunan dan pemeliharaan saluran
irigasi
3.3. Pengembangan Prasarana Pengendalian Daya Rusak
Air
3.3.1  Pembangunan sumur resapan
3.3.2 Implementasi lubang biopori
3.3.3 Pembangunan waduk/situ di wilayah yang tepat
di DAS Ciliwung dan DAS lainnya untuk
menurunkan debit air di sungai.
3.3.4 Normalisasi Sungai, Saluran
3.3.5 Normalisasi Waduk Dan Situ
3.3.6 Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan
Inspeksi Sungai/Kali Dan Peningkatan Menjadi
Jalan Kolektor Untuk Menunjang River Front
Development
3.3.7 Implementasi dan perluasan sistim polder pada Dinas Tata Ruang, Dinas
daerah rendah yang rawan banijir dan PU, Bappeda Prov.DKI,
enangan APBD, Investor,
g g dan/atau kert Badan Pengelola
3.3.8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam anda au kerjasama Lingkungan Hidup
pengendalian banjir dengan mengembangkan pendanaan Daerah, Dinas Kelautan
sistim polder yang berbasis pada partisipasi dan Pertanian, Swasta
masyarakat
3.3.9 Pembangunan Pulau-pulau reklamasi dengan
tanggul yang memadai
3.3.10 Pembuatan tanggul laut
3.3.11 Peningkatan kapasitas aliran Kanal Banjir
Barat dan Cengkareng Drain dan
pembangunan Cengkareng Drain Il untuk
kawasan bagian Barat
3.3.12 Peningkatan Kapasitas Aliran Cakung Drain,
Sungai Sunter, Dan Pembangunan Kanal
Banijir Timur Untuk Kawasan Bagian Tengah
Dan Timur
3.3.13 Pelebaran dan Pendalaman Muara Sungai Di
Teluk Jakarta
3.3.14 Mengembangkan prasarana drainage untuk
meningkatkan kapasitas saluran mikro
3.3.15 Mensinkronkan pembangunan di kawasan
reklamasi baru dengan sistem tata air di Kota
Administrasi Jakarta Utara
4 |Perwujudan Sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan

4.1 Prasarana Air Bersih




No.

Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJIM-1

PJM-2 PJM-3

PIM-4

Prakiraan
Biaya

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Membangun instalasi produksi air bersih

4.1.1.1 Meningkatkan kapasitas produksi air

bersih dari sumber air

4.1.1.2 Mengoptimalkan pengoperasian
jaringan distribusi baru di instalasi
pengelolaan air dan pembangunan
instalasi pengolahan

4.1.1.3 Pembangunan waduk

Bagian Selatan Jakarta

4.1.1.4 Mengembangkan dan memanfaatkan

sumber air bersih alternatif

Membangun jaringan atau saluran air bersih

4.1.2.1 Percepatan penyediaan jaringan

distribusi

4.1.2.2 Mengembangkan jaringan distribusi air

bersih

Wilayah Barat, Timur dan Utara Jakarta

4.1.2.3 Pelayanan air bersih

kawasan permukiman kumuh

APBD, Investor,
dan/atau kerjasama
pendanaan

PT. Palyja, PAM, Dinas
Tata Ruang, Bappeda
Prov.DKI, Badan
Pengelola Lingkungan
Hidup Daerah, Swasta

4.2

Prasarana Air Limbah

4.21

memperluas pelayanan pengelolaan air limbah
melalui pengembangan sistem terpusat di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis,
kawasan industri dan pelabuhan

memperluas pelayanan pengelolaan air limbah
dengan sistem modular di luar central zone.

Peningkatan kapasitas IPLT (Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja)

Duri Kosambi, Pulo Gebang

424

Pembangunan baru IPLT (instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja)

Kawasan Barat, Timur dan Selatan DKI
Jakarta

APBD, Investor,
dan/atau kerjasama
pendanaan

PD. PAL, Bappeda
Prov.DKI, Badan
Pengelola Lingkungan
Hidup Daerah, Swasta

4.3

Sistem Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

4.31

Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengolahan melalui program 3R

4.3.2

Pengembangan prasarana sarana pengolahan
sampah dengan teknologi ramah lingkungan

Pengembangan prasarana dan sarana
pengangkutan sampah secara terpilah

Pengembangan sarana prasarana TPS dan
TPST sebagai suatu sistem multi simpul

Pengembangan prasarana dan sarana TPA

Pengelolaan sampah
drainase/sungai/waduk/situ/teluk

Pengembangan sarana dan prasarana
sampah spesifik

APBD, Investor,
dan/atau kerjasama
pendanaan

Dinas PU, Bappeda
Prov.DKI, Badan
Pengelola Lingkungan
Hidup Daerah, Dinas
Kebersihan, Swasta




No. Program Utama Lokasi e wlRelaledhian Prgl.('raan Sumber Dana Instansi Pelaksana
PIM-1 | PIM2 | PIM-3 | PIM-4 laya
4.3.8 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang —
Sistem Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Sampah
4.4. Sistem dan Jaringan Energi
4.41 Pembangunan baru prasarana
ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan
perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang
sudah tidak berfungsi
4.42 Pengembangan sumber daya energi
ketenagalistrikan yang terbarukan
4.43 Pengembangan kabel bawah laut untuk
mengoptimalkan pelayanan ketenagalistrikan di
Pulau Seribu
4.44 Peningkatan keandalan dan kesinambungan
pasokan listrik untuk mengantisipasi beban
puncak dan banjir APBD, Investor, ) ) )
. p . Dinas Perindustrian dan
445 Pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah dan/atau kerjasama .
Energi, Bappeda
pendanaan
446 Pengembangan Floating Storage and
Regasification Terminal (FSRT)
4.4.7 Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar |Kab Kep. Seribu I —
Gas (SPBG) untuk melayani angkutan umum
4.4.8 Pengembangan energi alternatif B
4.4.9 Penataan ruang kawasan sekitar depo bahan —
bakar
4.4.10 Pengembangan sistem jaringan perpipaan e ———
(ducting) terpadu jaringan listrik dengan
jaringan lainnya
4.4.11 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang —
Pengaturan Lokasi SPBG dan SPBU
4.5 Sistem dan Jaringan Telekomunikasi
4.5.1 Pengembangan lapisan inti melalui —
penempatan jaringan serat optik di prasarana
4.5.2 Pengembangan lapisan distribusi melalui B
pengaturan sebaran menara telekomunikasi
secara proporsional, efisien, dan efektif APBD, Investor, ) o
453 Pengembangan sistem jaringan perpipaan | — dan/atau kerjasama Dllnfas Komuglkaslgan
(ducting) terpadu jaringan telekomunikasi pendanaan nitormasi, bappeda
dengan jaringan lainnya
4.5.4 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang B
Pengembangan Sistem dan Jaringan
Telekomunikasi
1 [Kawasan Non Budidaya
1,1 Kawasan untuk Fungsi Lindung
1.1.1 Kawasan Hutan Lindung






